WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

Menimbang

Mengingat

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dacrah-daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa
Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan  dan  Tanggung = Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
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10.

11.

12,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Percncz}naan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Penml:_)angan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemermj;ahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang — Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 T ahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

uran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lernbara?
Negara Republik Indonesia Tahun.ZOOS No‘mor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502);

Perat

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
'I‘.laliun 2005 Nomor 136 , Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4574);
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13.

14.

15.

16.

17,

18.

19.

20.

21.

Peratura:? Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2005 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45793);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah, Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4693 );

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemecrintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);
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Menetapkan :

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri ~ Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah; :

Peraturan Dacrah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Mageclang
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2 );

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor S Tahun 2015
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota
Magelang Tahun 2015 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN  PELAKSANAAN  ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2015.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015 terdiri atas :

L. Pendapatan

a, pendapatan ASH Daerah Rp186677.410081,00
b. Dana Perimbangan Rp462.804.716.465,00
. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rpl131.853.672.963,00

Yol Pésidapatan Rp781.335.799.509,00
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2. Bclanja
o. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp345.555.340.681,00
2) Belanja Hibah Rp  9.688.650.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial Rp 866 950’000'00
4) Belanja Bantuan Keuangan Rp 479.575 600'00
5) Belanja Tidak Terduga Rp 1.066.915.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp357.657.431.281,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp 32.266.342.702,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp205.107.729.762,00
3) Belanja Modal Rp141.308.934.005,00
Jumlah Belanja Langsung Rp378.683.006.469,00

Jumlah Belanja Rp736.340.437.750,00

Surplus Rp 44.995.361.759,00

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Rp 162.765.733.106,00
b. Pengeluaran Rp 6.534.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp156.231.733.106,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp201.227.094.865,00

Pasal 2

si Anggaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal

Ringkasan Laporan Realisa : r
pakan bagian tidak terpisahkan

1 tercantum dalam Lampiran I yang meru
dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3
asi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Ringkasan Laporan Realis dime
lam penjabaran laporan realisasi anggaran .

1 dirinci lebih lanjut ke da

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran seb
3 tercantum dalam Lampiran Il yang merup
dari Peraturan Walikota ini.

agaimana dimaksud dalam Pasal
akan bagian tidak terpisahkan
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Pasal 5
peraturan Walikota Magelang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar SClile orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
walikota 1mni dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Magelang.

tapkan di Magelang
patla tanggal 19 Agustuc 206

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 19 AguCtuC 2016

SEKRETARIS DAERA TA MAGELANG

SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 15
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